
Menimbang: a. bahwa pendirian Perusahaan Umum 

Dae rah sebagai bagian dari 
penyelenggaraan otonomi daerah, 
bertujuan untuk memberikan manfaat 
bagi perkembangan perekonomian 
daerah berupa penyediaan barang 
dan / atau jasa yang bermutu bagi 
pernenuhan hajat hidup masyarakat 
sesuai kondisi, karakteristik, dan 
potensi daerah yang bersangkutan 
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berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan 
untuk mernperoleh laba dan/atau keuntungan dalam 
rangka meningkatkan pendapatan asli daerah; 

b. bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka 
dalam manajemennya rentan menimbulkan masalah 
hukurn, sering tercipta suasana yang tidak kondusif, 
sehingga perusahaan tidak dapat berperan 
sebagaimana tujuan pendiriannya; 

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 10 
Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha 
Kolaka sebagai dasar hukum operasional Perusahaan 
Daerah Aneka Usaha Kolaka, dalam implementasinya 
kerap menimbulkan multi tafsir oleh berbagai pihak 
dan kurang mernberikan kepastian hukurn, sehingga 
perlu ditinjau kembali untuk disempumakan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalarn huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan 
Umum Daerah Aneka Usaha; 

' 
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ten tang Aparatur Sipil Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

Pcrundang-Undangar- (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
: ' 

Pcraturan Pernbentukan ten tang 

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 
tentang Pembentukan Daerah Tingkai. II 
di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
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Lcmbaran Negara R{:publik Indonesia Nornor 4593); 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Penyelenggaraan 
Negara Republik 

dan Pengawasan 
Daerah (Lembaran 

Pembinaan 
Pernerintah 
Indonesia 

5. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

~~ 
Nomor 4578); 

7. Peraturan Perneriruah Nomor 79 Tahun 2005, tentang 
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PERATURAN DAERAI! TENTANG 

PERUSAHAAN UMUM DAERAH 
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BAB I 

Menetapkan 

-1-, - .. (Ian 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

KOLA KA 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5135); 

9. Peraturan Daerah Kabupatcn Kolaka Nomor 1 Tahun 

2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 

2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Sadan 
Usaha Milik Daerah. 

-5- 



KE1'ENTUAN UMUM 

Pasal I 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1 . Daerah adalah Kabupaten Kolaka; 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati cian satuan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah; 

3. Bupati adalah Bupati Kolaka; 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Kolaka 

5. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pernbangunan 
Daerah Kabupaten Kolaka. 

6. Inspektorat adalah lnsprktorat Daerah Kabupaten 
Kol aka. 

7 . .,-, Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, yang 
selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha 
Milik Daerah Kabupaten Kolaka. 

8. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang teknis 
operasionalnya terpisah dari manajemen tetapi tetap 
bertanggung jawab pada Perusahaan Dareah. 
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KEDUDUKAN KANTOR DAN ANA1< PERUSAHAAN 
Pasal 2 

(I) Kantor Pcrusahaan berkedudukan di Ibu Kota 
Kabupaten Kolaka; 

(2) Perusahaan dapat membentuk anak perusahaan 
dengan pcrsetujuan Sadan Pcngawas dan Bupati. 

BAB II 

berkcsinambungan dengan berorientasi memperoleh 
keuntungan. 

14. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah 
Aneka Usaha. 

dan tetap usaha 13. Usaha Bisnis adalah 

9. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah 
Aneka Usaha. 

10. Direktur adalah Dircktur Perusahaan Urnum Daerah 
Aneka Usaha. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kol aka. 

12. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan 
Umum Daerah Aneka Usaha; 
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pcrekonomian Daerah pada umumnya; 
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa 

pcnyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi 
pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, 
karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan, 
rnemperluas kesernpatan befl;saha, dan 1:1enciptakan 
lapangan kerja, berdasarkan tata kelola perusahaan 
yang baik; dan 

c. mempcroleh laba dan/atau keuntungan dalam rangka 
mcningkatkan pendapatan asli daerah. 

perkembangan bagi ma.nfaat a. memberikan 

BAB llI 
MAKS'UD DAN 'rUJIUAN 

Pasal 3 
Pcrusahaan didirikan dengan maksud da.n tujuan sebagai 
berikut: 

(3) Ketentuan mengenai membcntuk anak pcrusahaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih 
lanjut dcngan Peraturan Bupati. 
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pernbibitan, pengolahan dan pendistribusiannya; 
terrnasuk perkebunan, dan peternakan 

pengembangan teknologi, prasarana dan sarana 
informasi; 

f. usaha dalam bidang pertanian, pcrikarran, 

meliputi Informasr, bi dang dalam 

'udara, 
e. usaha 

perhotelan dan restoran, 

c. usaha dalam bidang jasa konstruksi dan jasa non 
konstruksi; 

d. usaha dalam bidang transportasi darat, laut dan 

pendistribusian, serta kegiatan industri 
pendukungnya; 

b. usaha dalam bi dang pariwisata, meliputi 
pengembangan prasarana dan sarana wisata, 

BAB IV 

BIDANG USAHA 

Pasal4 

(lJ Perusahaan bergerak di bidang usaha bisnis, antara 
lain: 

a. usaha dalam bidang pertambangan dan energi, 

meliputi kegiatan penambangan, pengolaihan, dan 
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pendistribusiannya; 
h. usaha industri pengolahan hasil pertanian (Agro 

lndustri); 

1. usaha dalam bidang perikanan dan kelautan, 
meliputi penangkapan, budidaya, pengolahan serta 
industri pendukung; 

J. usaha Perdagangan umurn, termasuk perdagangan 
ekspor- import, perdagangan lokal, perdagangan 
antar pulau, dan industrial; 

k. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank 
atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti 
sewa guna useha, modal ventura, dan asuransi; 

· l. melakukan kegiatan usaha lain, sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan dan perundang 
undangan. 

(2) Kegiatan penyertaan modal sebagaimana dimaksud 
pada ayar ( l) huruf k harus mendapat persetujuan 
Badan Pcngawas dan Bupati. 

penanaman, penebangan, 
dan pengeringan kayu, serta 

pernbibitan, 
penggergajian 

g. usaha dalam bidang kehutanan, meliputi kegiatan 

• JQ. 



BI\.B Vil 

ORGAN PERUSAHAA.N 

Pasal7 
Organ Perusahaan terdiri ata s: 

a. bupati selaku wakil daerah sebagai pernilik modal; 
b. direksi; dan 

Anggaran Pendapatan Perusahaan dianggarkan dalarn 
dan Bclanja Daerah .. 

Pasal 6 
Sctiap penarnbahan penyertaan modal daerah kepada 

BABV 
MODAL 

Pasal 5 
( t) Modal Perusahaan mcrupakan kekayaan daerah yang 

dipisankan dari APBD dan tidak terbagi atas saham. 
(2) Direksi dapat mengajukan penarnbahan modal 

perusahaan kepada Daerah dengan disertai alasan 
dan peruntukannya. 

(3} Pengajuan penambahari modal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dengan persetujuan Sadan 
Pengawas ditujukan kepada Bupati. 
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- . ....;,..~ .... daerah. 

BAB VII 

BUPATI 
Pasal8 

(1) Bupati berwenang mengangkat dan memberhentikan 
Badan Pengawas dan Direksi sesuai mekanisrne yang 
diatur dalarn Peraturan Daerah ini. 

(2) Bupati sebagai pemilik modal perusahaan, menerirna 
laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Pengawas 
dan Direksi. 

(3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan sccara 
umum terhadap Perusahaan. 

(4) Dalam melakukan pcmbinaan dan pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat 
menunjuk Pejabat tcrtentu di lingkungan pemerintah 

c. Badan Pengawas. 
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BAB VIII 
DIREKSI 

Bagian Pertarna 
Umum 
Pasal9 

(1) Perusahaan dikelola oleh Direksi yang terdiri dari 
Direktur Utama dan Direktur Administrasi dan 
Keuangan. 

(2) Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan 
paling lama 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat 
kembali pada jabatan yang Sarna hanya untuk 1 (satu) 
kali masa ja batan. 

(3) Pcngangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) rnelalui proses sebagai berikut: 

a. proses pengangkatan Direktur Utama melalui 
penjaringan' bakal Calon oleh Tim' seleksi dan 
melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh DPRD; 

b. proses pengangkatan Direktur Adrninistrasi dan 
Keuangan hanya rnclalui penjaringan bakal calon 
olch Tim Seleksi; dan 
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c. hasil penjaringan bakal calon Direktur Utama dan 

bakal calon Direktur Administrasi dan Keuangan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b 

di tetapkan dengan keputusan tim seleksi untuk di 

sarnpaikan kepada Bupati. 

(4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dibentuk paling lambat 3 (tiga bulan) sebelum masa 

jabatan Direksi berakhir. 

(S) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

beranggotakan Badan Pengawas, Kepala BAPPEDA, 

Kepala Inspektorat, Asisten II, dan Kepala Bagian 
Hukum. 

(6) Ketent uan proses penjaringan calon direksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan tata kerja 

Tim Seleksi sebagaimana dirnaksud pada ayat (4), 

diatur lebih lanjut dengan Pcraturan Bupati, 
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dengan keterangan tcrtulis dari perusahaan yang 
bersangkutan, dengan pcnilaian baik; I - 

kerja di perusahaan 
tahun yang dibuktikan 

e. mempunyai pengalaman 
paling kurang 4 (empat) 

pendidikan paling 

Bagian Kedua 
Persyaratan Calon Direksi 

Pasal 10 

( 1) Calon Direksi dapat direkrut dari kalangan Swasta 
dan Aparatur Sipil Negara yang dianggap cakap dan 
mampu menjalankan tugas dan tanggungjawab 
scbagai Dircksi. 

(2) Dalam hal calon Direksi dari Aparatur Sipil Negara, 

maka yang bcrsangkutan harus mengundurkan diri 
dari status kepcgawaiannya setelah terpilih mcnjadi 
Direksi. 

(3) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut : 
a. warga Negara Indonesia; 

b. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. sehat jasmani clan~ani; 
d. mempunyai latar belakang 

rendah Sarjana (SI); 
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Perusahaan; 
b. menyarnpaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahunan dan 

rencana anggaran kepada Badan Pengawas untuk 
mendapatkan pengesahan; 

c. membina pegawai; 

.;._, 1'a:,, .,-~ 

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan 

.... 

Bagian Ketiga 
Tugas dan Wewenang 

Pasal 12 

Pasal 11 
Anggota Direksi tidak boleh rnemegang jabatan rangkap di 
Perusahaan maupun di tempat usaha lainnya. 

f. berumur tidak lebih dari 58 (lima puluh delapan) 
tahun pada saat diangkat sebagai Direksi; 

g. membuat dan menyajikan karya tulis ilmiah 
mengenai strategi pengembangan perusahaan; dan 

h. tidak terikat hubungan keluarga dengan 
Bupati/Wakil Bupati, pimpinan/aggota DPRD 
sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis 
lurus maupun kesamping. 
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Pasai 13 
Direksi dalam mengelola Perusahaan mernpunyai 
wewenang sebagai berikut : 
a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai dan Tenaga 

kerja lainnya; 

b. mengangkat memindah-tugaskan dan 
mernberhentikan Pcgawai dari jabatan dibawah direksi; 

c. rnenetapkan besaran g~j.i.,,.tunjangan dan jasa prorJi.i...ksi 
bagi pegawai dari jabatan di bawah direksi dan tenaga 
kerja lainnya sesuai ketentuan: 

d. menandatangani ikatan hukurn dcngan pihak Iain; 
e. mcnetapkan Peraruran Perusahaan dengan 

persetujuan Badan Pengawas; dan 
f. menandatangani neraca dan perhitungan laba rugi. I • 

d. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan; 
c. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; 
f. rnewakili Perusahaan baik di dalam dan di luar 

Perusahaan; dan 

g. menyampaikan laporan berkala rnengenai seluruh 
kegiatan termasuk neraca dan perhitungan Iaba rugi 
kepada Bupati melalui Badan Pengawas, 
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Pasal 15 

Direksi dilarang ~ngeh.tarkan dan rnenghibahkan ~ 

keuangan perusahaan kepada Pemerintah, Swasta, Partai 
politik, maupun Organisasi kemasyarakatan. 

•. ·-- . 

Pasal 14 

(1) Direksi memerlukan persetujuan dari Badan 

Pengawas dalam ha! sebagai berikut: 

a. mcngadakan perjanjian-perjanjian dan pemberian 

pinjaman kepada Pernerintah Daerah yang dapat 

berakibat berkurangnya aset dan membcbani 

anggaran Perusahaan; dan 

b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau 

menggadaikan benda bergerak dan/atau tidak 
bergerak milik Perusahaan. 

(2) Pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus 

dikernbalikan ke Pcrusahaan paling lambat 6 (enam) 
bu Ian. 
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(t\) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 
• .,. (1), Direksi ., juga rne~(;!.i:oJeh Insentif Laba 

Perusahaan dan THR pada setiap tahun yang 
besarannya disesuaikan dengan kondisi Laba dan 
keuangan Perusahaan. 

(5) Bcsaran penghasilan sebagaimana dimaksud aya t (I) 
ditetapkan dengan Kepurusan Bupati. 

( l) Penghasilan Direksi terdiri dari : 
a. gaji; dan 
b. tunjangan, 

(2) Penghasilan Direktur Utama berselisih 10% lebih 
besar dari penghasilan Direktur Administrasi clan 

Keuangan. 
(3) 1'unjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, meliputi: tunjangan kesehatan, tunjangan 
kesejahtcraan, dan tunjangan fasilitas kendaraan 
dinas. 

Pasal 16 

Bagian Keernpat 
Penghasilan Direksi 
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Bagian Kelima 
Cuti Direksi 

Pasal 17 

(1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut: 
a. cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja; 
b. cuti Besar / cuti panjang, selama 2 (dua) bu Ian 

untuk setiap 1 (satu) kali masa jabatan; 
c. cuti bersalin selarna 3 (tiga) bulan bagi Direktris; 

d. cuti Alasan penting; dan 
e. cuti sakit. 

(2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dirnaksud ayat (1) 
huruf a, b dan c dilaksanakan sctelah rnendapat 
persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk; 

(3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud ayat ( 1) 
huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapac 
persetujuan.Badan-Pengawas; 

(4) Direksi selama melaksanakan hak cuti mendapat 
penghasilan perruh dari Perusahaan. 
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merusak cirra dan wibawa Perusahaan; dan 
1. apabila telah ditctapkan sebagai tersangka rnelakukan 

tindak pidana yang diancarn dengan pidana penjara 
paling rendah I (satu} tahun. 

Perusahaan; 
h. melakukan tindakan tercela di masyarakat yang 

a. atas Pcrmintaan sendiri; 
b. meninggal Dunia; 
c. karena telah habis masa jabatannya; 
d. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan 

t.ugasnya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; 
e. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program 

Perusahaan yang telah disetujui Sadan Pengawas; 
f. tidak mampu meningkatkan kinerja Pcrusahaan 

sclama 2 [dua] tahun berturut-turut; 
g. dengan sengaja melakukan tindakan yang rnerugikan 

Bagian Keenarn 
Pernbcrhentian Direksi 

Pasal 18 
Direksi dapat diberheritikan dari [abatannya dengan 

alasan: 
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Pasal 19 

(1) Apabila anggota Direksi diduga melakukan salah satu 

perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf d, 

huruf e, huruf I, huruf g, huruf h, dan huruf i, Sadan 
Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap 
yang bersangkutan; 

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 
anggota Direksi sebagaimana dimaksud daJam ayat (1) 
dan anggota Direksi terbukti melakukan perbuatan 
yang tersebut dalam Pasal 18 huruf d, huruf e, huruf 
f, huruf g, huruf h, dan huruf i, rnaka Sadan 
Pengawas mengusulkan pernberhentian anggota 
Direksi kepada Bupati. 

Pasal20 
Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja 
setelah menerima laporan hasil pemeriksaan dari Sadan 
Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2), 
Bupati sudah harus mengeluarkan Keputusan. 
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Pasal21 
(1) Direksi yang dibcrhentikan sebagaimana dimaksud 

Pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, 
dinyatakan berhenti dengan hormat. 

(2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud 
PasaJ 18 huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf I, 
dinyatakan diberhentika . .Q...,tidak dengan hormat. 

(3) Direksi yang diberhcntikan sebagaimana dimaksud 
Pasal 18 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 
3 (tiga] kali penghasilan yang diterirna pada bulan 
terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang 
besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa 
jabatannya; 

(4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud 
Pasal 18 huruf d selain diberikan uang pesangon 
sebesar 5 [lirna] kali penghasilan yang diterima pada 
bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang 
besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa 
jabatannya. 
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Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas keluar 
Daerah harus mendapat izin dari Bupati. 

PasaJ 23 

Pasal 22 
(1) Apabila Direlesi ., digerhentikan scbelum rnc>.se.-,,. 

jabatannya berakhir, baik berhenti tetap maupun 
berhenti sernentara, Bupati mengangkat Pelaksanaan 
Togas untuk menjalankan fungsi Direksi. 

(2) Pengangkatan Pelaksana Togas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) untuk rnasa jabatan paling 
Jama 6 (enarn) bulan atau sarnpai terpilih Direksi yang 
difinitif. 

(5) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud 

Pasal 18 huruf c dan bcrusaha untuk dapat dipilih 

atau diangkat kembali tetapi tidak terpilih, diberikan 
uang penghargaan sesuai dengan kemarnpuan 
Perusahaan. 



• 

menjalankan tugas clan kewajibannya; 
untuk cukup yang f. mempunyai waktu 

.. 
diangkat dari kalangan profesional bidang usaha 
Perusahaan; 

(3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan 
Pcngawas, harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
a. warga Negara Indonesia; 
b. mempunyai akhlak dan moral yang baik; 
c. sehatjasmani dan rohani; 
d. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah 

Republik Indonesia; 
e. berusia paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun 

pada saat diangkat; 

Pasal 24 
(1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati; 
(2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) 

Bagian Pcrtama 
Pengangkatan 

BABIX 

SADAN PENGAWAS 
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Pasal 26 

(I) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 
(tiga) tahun. 

(2) Jabatan Badan Pengawas dapat diperpanjang paling 
banyak 2 (dua) kali rnasa jabatannya, dengan 
pertimbangan: 

a. memiliki kinerja yang baik dalam melakukan 
pengawasan Perusahaan sesuai dengan program 
kerja; 

g. mcrnpunyai pengalarnan keahlian di bidang usaha 
paling kurang 5 (lima) tahun; 

h. berternpat tinggal di dacrah; dan 
1. tidak terikat hubungan keluarga dengan 

Bupati/Wakil Bupati, anggota Direksi, atau 
dengan anggota Badan Pengawas lainnya sampai 
dengan derajat kedua baik menurut garis lurus 
rnaupun kesamping termasuk menantn • dan ipar. 

Pasal 25 
Jumlah anggota Badan Pengawas paling banyak 3 {tiga) 
orang, seorang diantaranya dipilih rnenjadi ketua 
merangkap anggota. 
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Bagian Kedua 

Tugas dan Wewenang 
Pasal 27 

Sadan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. melakukan pengawasan, pengendalian, dan 

pembinaan terhadap kegiaean operasional 
Perusahaan; 

b. mcmberikan pendapat dan rekome ndasi kepada 

Bupati tcrhadap pembcrhentian Direksi: dan 

c. memberikan koreksi, pendapat, don saran: 

b. senantiasa mampu memberikan solusi yang 

terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi 

Perusahaan; dan 

c. marnpu membcrikan saran dan masukan positif 

kcpada Direksi mengenai peluang usaha yang 

menguntungkan dem.i pengembangan 
Perusahaan. 

(3) Pertimbangan sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) 

dilakukan oleh tim yang ditunjulk Bupati, terdiri dari 

Asisten !I, Kepala lnspektorar, Kepala Bagian Hukurn, 

seorang Akadcrnisi, dan seorang tokoh masyarakat. 
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Kerja Direksi dalarn tahun berjalan. 

Anggran dan Kerja Rencana c. mengesahkan 
Perusahaan; 

d. mengoreksi, rnengevaluasi, menerima, atau menolak 
laporan pertanggungjawaban keuangan dan Program 

Pasal 28 
Sadan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut: 
a. memberikan pcringatan kepada Direksi yang tidak 

melaksanakan tugas sesuai dengan program kcrja 
yang telah disetuju; 

b. memeriksa Direksi yang diduga melakukan tindakan 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 19; 

1. terhadap program kerja tahunan yang 
disusun oleh Direksi. 

2. tcrhadap Laporan Neraca dan Pcrhitungan Laba 
rugi tahunan. 

3. mengenai kinerja Direksi, 
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Bagian Keempat 
.... ·· Pemberhentian 

Pasal30 
Sadan Pengawas dapat dibcrhentikan dengan alasan: 
a. ata.s perrnintaan sendiri; 
b. meninggal dunia; 

Bagian Ketiga 
Penghasilan 

Pasal29 
(1) Badan Rengawas karena tugasnya diberikan 

honorarium pada setiap butan sesuai ketentuan, 
(2) Honorarium K.eitua Badan Pengawas sebesar 4~,4;, 

(empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan yang 
diterirna -Dirickn1r 'Utama:; 

(3~ Honorarium anggota Badan Pcngawas sebesar 30"/o 
(tiga puluh persen) dari gaji dan tunjangan yang 
diterirna Direktur Utama. 

(4) Se lain honorarium, anggota Sadan Pengawas setiap 
tahun diberikan insentif laba Perusahaan. 
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huruf e, Bupati .segera melakukan pemeriksaan 
terhadap yang bersangkutan. 

Pl Pemeriksaan atas dugaan yang dilakukan olch 
anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud 
pada ayar ( 1) dilakukan oleh tim sebagaimana 

dirnaksud pada Pasal 26 ayat (3). 

sebagaimana 
huruf d, dan 

melakukan salah satu perbuatan 
dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, 

(1) D.alam hal anggota Badan Pengawas diduga 

Pasal 31 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara minimal 1 [satu) tahun. 

relah ditetapkan sebagai tersangka f. apabiia 

berturut-turut: 
d. melalaikan tugas dan tanggung jawabnya selama 3 

(ti_gaJ) bulan oerturut-turur: 

c. rnetakukan ,bindakan yang rnerugikan Perusahaan; 
dan 

dapat 
bulan 

tidak 
3 (tiga) selama melaksanakan tugasnya 

sehingga kesehatan karena c. 
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Pasal 32 

(1) Untuk mcmbantu kelancaran rugas-tugas Badan 
Pengawas diberituk sekretariat yang terdiri dari 
sekurangnya I (satu) orang; 

(2) Personil yang ditcmpatkan di sekretariat 
,.. '-~;"°; O ,- ,.,, ... ••••t 0Y ~ .... ,. 

sebagairnana dimaksud pada ayat {l} berasal dari 
pegawai Perusahaan. 

,(3) Personil sekretariat sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (2) diberikan tunjangan khusus yang ditetapkan 
oleh Direksi atas persctujuan Sadan Pcngawas . 

(3) Jika hasil pemeriksaan terhadap anggota Sadan 

Pengawas scbagairnana dirnaksud ayat ( 1) terbukti, 

Bupati paling lama 15 (lima belas] hari kerja segera 
mengeluarkan keputusan: 

a. pemberhenuan tetap sebagai anggota Badan 

Pcngawas yang metskukan perbuaean datam 

Pasal 30 huruf c, huruf d dan huruf f; 

b, pemberhendan sementara sebagai anggota Badan 
Pengawas yang melallrukan perbuatan dalam 
Pasal 30 huruf e. 
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BABX 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 33 
Ketentuan mengenai kepegawaian Perusahaan, akan 
diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati. 

BAB XI 
TAHUN BUKU, LAPORA!\! KEUANGAN, DAN 
RENCANA KERJA/RENCANA ANGGARAN 

Pasal 34 

(1) Talrun Buk1U Pertrsahaan adalah Tahun Takwim. 

(2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah 
berakhirnya tahun buku Direksi menyampaikan 
laporan keuangan kepada Bupati melalui Sadan 
Pengawas untuk mendapatkan pengesahan. 

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I I tcrdiri "1ari neraca dan E,£rhitungrur :ata-rugi 
tahunan setelah diaudit oleh Akuntan Publik yang 
telah mendapat lisensi/pengakuan BPK. 
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BAB XII 

FENGALOKASIAN LABA ?ERUSAHMN DAN DANA 

OPERAS!ONAL 

Pasal 36 

( l) Laba Perusahaan setelah diaudit sebagaimana 
dimaksud dalar» Pasal 34 ayat (3) dan setelah 
dikurang dana Penyusutan dan Pajak menurut 
perundang-undangan, dialokasikan unruk: 

a. kas Daerah . . . . . . . . . . . . . . . .. . . = 60%; 

b. dana Pengembangan Perusahaan. . = 15%; 
c. cadangan Umum = l 0%; 
d. dana lnsentif. . . . . . . . . . . . = 10%; dan 

berakhirnya tahun buku, Direksi mengajukan 
Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Perusahaan 
kepada Badan Pengawas. 

(2) Apabila sampai pada Tanggal 31 Desember tahun 
berjalan Sadan Pengawas belum mengesahkan 
Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Perusahaan 
yang diajukan, maka dianggap telah disahkan. 

bulan sebclum 

Pasal 35 
(1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) 
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Pasal S'.J 

[I] Dana operasional Direksi disediakan sebesar 50% 
(lirna puluh persen) dari jumlah penghasilan Direktur 
Utarna selama 1 (satu) tahun. 

Pasal 38 

Pembagian dana lnsentif Laba Perusahaan sebagaimana 
dalarn Pasal 37 diteiapkan oleh Direksi secara 
proporsional. 

P,asai 37 

Dana Insentif Laba Perusahaan sebagaim:ana dimaksud 
daJam Pasal 36 ayat {ll huru( cl di.alokasikan untuk 
Direksi, Badan Pengawas, Pegawa'i dan tenaga kerja 
lainnya. 

e. tanggung Jawab Sosial Perusahaan m 5%; 
(2) Penggunaan dana Cadangan Urnurn dan Tanggung 

Jawab Sosial Peru sahaan sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (1) huruf c dan huruf e, diatur Jebih lanjut 
dalam Peraturan Bupati. 
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Peraturan Daerfl.h. 

[2) Sebelurn pcrnbubaran terlebih dahulu dilakukan 
cvaluasi dan pcnilaian seluruh kegiatan clan aktivitas 
Perusahaan oleh Tim Likuidasi yang dibe ntuk Bupati. 

dengan ditetapkan Pcrusahaan (I) Pembubaran 

BAB XIV 
PEMBUBARAN PERUSAHMN 

Pasal4l 

BAB XIII 

PENGELOLAAN BARANG PERUSAHMN 

Pasal 40 

Tata cara pengelolaan barang milik Perusahaan dilakukan 
dengan berpedornan pada peraturan perundang 
undangan. 

(2) Dana operasional Direksi dimanfaatkan untuk 
membiayai aktivitas kerja direksi, perncnuhan 
kebutuhan kantor, dan upaya pengembangan usaha, 
dengan prinsip efisien, efektif, ekonomis, dan bisa 
d ipertanggungjawabkan. 

(3) Pernanfaatan dan pertan_ggungjawaban penggunaan 
dana opera sional lebih Ianjut diarur dengan Peraturan 
Bupati. 
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pclaksanaanya sudah harus diterbitkan. 
peraturan berlaku, ini Dae rah Peraturan 

BAB XVI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal43 
(ll Dalam tempo paling larnbat 3 (tiga) bulan setelah 

BAB XV 
KETEN1'UAN :SANKSI 

PasaI 42 
Direksi dan Pegawai yang melakukan tindakan melawan 
hukum, atau karena kelalaiannya telah menimbulkan 
kerugian bagi Perusahaan, dapat dikenakan sanksi 
hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 
dan dapar pula dibebani kewajiban mengganti seluruh 
kerugtan yang ditimbulkan. 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Likuidasi 
bertanggungjawab kepada Bupati; 

(4) Seluruh kekayaan Perusahaan setelah dilakukan 
likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah. 
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Pasal 45 

Peraruran Daerah 1111 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

BAB XVH 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal44 
Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan 
Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tcntang Perusahaan 
Daerah Aneka Usaha Kolaka dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

menjalankan tugasnya sarnpai dengan terpilihnya 
Direksi dan Badan Pengawas yang bani berdasarkan 
ketentuan dalarn Peraturan Daerah ini. 

(3) Paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan 
Daerah ini di tetapkan, Direksi dan Badan Pengawas 
sebagairnana dimaksud pada ayat (2) sudah harus 
terbentuk. 

ini, tetap saat berlakunya Peraturan Daerah 
(2) Direksi dan Badan Pengawas yang sudah ada pada 
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NOREG.PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINS! 
SULAWESI TENGGARA :4/ !90/2016 

~ :-;~;,_;;:, · . ;., ai dengan aslinya 
-;.~,?JiEP . , IAN HUKUM 

;1~ ( s Er'o=-·:L!j·~ _Jj/.,\,vv,V<..- 
+ /", _.... 

'\. tfNURMANlNGSIH SH .. MH 
I ' · 0207 199902 2 001 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016 NOMOR 4 

Diundangkan di Kolaka 
pada langgal 3 Oktober 2016 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA, 

TIO 
POITU MURTOPO 

Ditetapkan di Kolaka 
pada tanggal 3 Oktober 2016 
BUPATI KOLAKA, 

TTD 

AHMAD SAFEI 

penempatannya dalarn Lembaran Dacrah Kabupaten 
Kolaka. 

dengan mt Daerah Peraturan pengundangan 
Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA 

NOMOR 4 TAHIJN 2016 

TENT ANG 

PBRUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA 
I. l!IMUM. 

Sadan Usaha Milik Daerah merupakan badan usaha 

yang dimiliki Daerah. Badan itu merupakan bisnisnya 

Dae-rah dalam upayanya menambah pendapatan asli 
daerah. Pemberitukan BUMD selain dimaksudkan untuk 

menambah pendapatan asli daerah, sebagai bagian dari 

penyelcnggaraan otonomi daerah, juga bertujuan untuk 

memberikan manfaat bagi perkcmbangan perekonomian 

Daerah berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang 

bermunr bagi perncnuhan hajat hidup masyarakat sesuai 

kondlisi, karakterisrik, dan potensi Daerah yang 

bersangkutan, mcneiptakan lapangan kerja, dan sebagai 

upaya memeratakan hasil pembangunan dacrah. Karena 

it u badan usaha rnilik daerah dikelola berdasarkan tata 
kelola perusahaan yang baik dan profesional. 
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Badan usaha milik daerah Kabupaten Kolaka 

sebelurn ini bernarna "Perusahaan Daerah Aneka Usaha 

Kolaka", dasar hukurn operasionalnya adalah Peraturan 

Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 10 Tahun 2010 tentang 

1Rerusahaa11 Daerah Aneka Usaha Kolaka. Dalam 

manejemen operasionalnya sangat rentan menimbulkan 

masatat_. hukum, kondisi yang tidak kondusif, dan tidak 

menggairahk-an suasana usaha, sehingga Perusahaan 
kuTang dapat berperan sebagaimana tuj uan 

pendiriannya. Hal ini Iebih disebabkan oleh Peraturan 

Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 10 Tahun 2010 tentang 

Perusabaan Daerah Anelca Usaha Kolaka sebagai dasar 
hukum operasional Perusahaan Daerah Aneka Usaha 

K-'ca yang kurang jelas, kerap menimbulkan multi 

ta!sin- oleh berbagai pihak, dan kurang memberikan 

~J!rastian hukum, karena itu perlu diunjau kernbali 
untuk disernpurnakan dan disesuaikan dengan 

perkembangan hukum dan perkembangan perusahaan. 
Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka dasar 

hukurnnya masih berturnpu pada Undang-Undang Nornor 
5 Tahun 1962 rentang Perusahaan Daerah, hal maria saat 

ini undang-undang tersebut telah dicabut dengan 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Dalam Undang-Undang Nornor 23 

Tahun 2014 tcrscbut mengenai BUMD telah diatur 
kembali dengan perubahan untuk beberapa hal, antara 
lain: 

BUMD terdiri alas Perusahaan Umum Daerah dan 
Perusahaan Persero; 

Bupati sebagai wakil Daerah adalah pemilik modal, 
karena itu diposiaikan sebagai Pengmus Perusahaan. 

Dengan latar bclakang terurai di atas, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 10 Tahun 

20 IO tentang Pcrusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka 
karena dipandang telah ketinggalan. 

Peraturan Daerah ini mernuat perbaikan dan 
penyempumaan rumusan dari yang telah dirnuat dalam . ~ .......... 
Peraturan Daerah Kabupatei: Kol~Nomor 10 Tahun 
2010 ten tang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka, 
antara lain: 

a. judul telah disesuaikan dengan arahan Undang 
Undang Nomor 23 Tabun 20i·~ tentang Pemerintahan 
Daerah; 
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disesuaikan dengan maksud dan tujuan penyusunan 
peraturan daerah; 

c. dasar !:ukum telah diperbarui sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

d. secara kesoluruhan sistematika materi muatan telah 

ditata ulang sehingga lebih mudah untuk dipahami; 

e. telah ditambah dan/atau dikurangi beberapa pasal 

dan ayat demi ,untuk kejelasan makna dan kepastian 
hukum: 

f. komposisi Direksi telah disederhanakan tinggal terdiri 

atas Dircktur Utama dan Direktur Administrasi 
Umum dan Keuangan; 

g. kompnsis] organ perusahaan telah ditambahkan satu 

unsu,r, yaitu Bupari selaku Kepala daerah dan scbagai 
- ........,,. pernilik modal dengan segala·kcwenangannya; 

h. dibentuknya Tim Seleksi untuk pemilihan bakal calon 
direksi: 

r. dibenruknya tim kerja yang bertugas mengcvaJuasi 
dan mcnilai Badan Pengawas; 

J. dan beberapa perbaikan yang lain yang sifatnya 
perbaikan redaksional. 

diperbaiki dan Menimbang telah b. konsideran 
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li. PASAL DEMI PASAL 

Pasal l 

Cukup jelas. 
Pasal 2 

Cukup jelas. 
Pasal3 

Cukup jclas, 
Pasal4 

Cukup jelas. 
Pasal 5 

Cukup jelas 
PasaJ 6 

Cukup jelas, 
Pasal 7 

Cukup jelas. 
Pasal 8 

Dengan perubahan materi ini dimaksudkan kelak 
Peraturan Daerah ini bisa digunakan sebagai dasar 
hukum operasioanl Perusahaan, yang memberi kepastian 
hukurn dan perlindungan hukum bagi menejemen 
perusahaan. 

' 
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Cukup jelas. 
Pasa19 

Cukupjelas 
Pasal 10 

Cukup jelas 
Pasal i 1 

Cukup Jelas. 
Pasal 12 

Cukup jelas. 
Pasal 13 

Cukup jelas. 
Pasal 14 

Cukup jelas. 
Pasa1 15 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Pasal 17 
Cukup jelas 

Pasal 18 

Cukup jelas 
Pasal 19 

Cukupjclas 

\ 
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I ' Pasal 20 

Cukup jelas. 
' Pasal 2 l 

Cukup jelas. 
Pasal22 

Cukup [elas. 
Pasal23 

Cukup jelas. 
Pasal 24 

Cukup jelas. 
Pasal 25 

• Cukupjclas 
Pasal26 

Cukup jelas 

Pasal 27 
.. ,,, Cukup jelas 

Pasal 28 
Cukup jelas 

Pasal29 

Cukup jelas. 
Pasal 30 

Cukup jelas . . 



Pasal 31 

Cukup jelas. 

Pasal32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cukup [elas. 

Pas-al 34 

Cukup jelas 

Pasal 35 

Cukup jelas 

Pasal 36 
Cukup jelas 

Pasal 37 
Cukup jelas 

Pasal 38 

Cukup jelas . ...... 
Pasal 39 

Cukup jelas. 
PasaJ 40 

Cukup jelas. 

Pasal41 

Cukup jelas. 
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 4 

Pasal42 

Cukup jelas. 
Pasal 43 

Cukupjelas 
Pasal 44 

Cukup jelas 
Pasal 45 

Cukup jelas 
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